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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan keaid berbangsa
dan bernegara secara fundamental, dari sistem lepegahan yang otoriter dan
sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yasgakratis, dan menerapkan
perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonorarapan model efisiensi
struktural dalam sistem pemerintahan sentraliginea ini telah berdampak pada
berbagai pelayanan di sektor publik yang tidak balitas. Terdapat
kecenderungan keengganan pemerintah pusat untukenabkan kewenangan
yang lebih besar kepada daerah otonom, sehinggggueln publik menjadi tidak
efektif, efisien dan ekonomis. Bahkan lebih dau pelayanan cenderung tidak
memiliki responsibilitas, responsivitas, dan tidedpresentatif sesuai dengan
tuntutan masyarakat. Banyak contoh yang dapat rdifdesi, yaitu seperti
pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transporfasilitas sosial, dan
berbagai pelayanan di bidang jasa yang dikelolaegpetah tidak memuaskan
kebutuhan masyarakat, bahkan kalah bersaing depgiayanan yang dikelola
oleh pihak swasta.

Pergeseran peranan pemerintahan daerah ke arah oedekrasi
tentunya menuntut pelayanan publik yang lebih keditas, karena keterlibatan
masyarakat yang bersifat lokalitas atas prakarsalisesangat strategis dan

menentukan, berkaitan dengan kualitas pelayanag yeereka terima, padahal



pelayanan publik yang berkualitas merupakan satahslar untuk menunjukkan
berubahnya penyelenggaraan pemerintahan yang bkrgphda peningkatan
kesejahteraan masyarakatnya. Hal yang perlu dipalaalah dimungkinkan
adanya kualitas pelayanan yang berbeda-beda sbmugan kondisi masyarakat,
mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat mdjebaik secara vertikal
maupun horisontal, berdasarkan agama, ras, bakasarafis, kultural, dan
kemajemukan lainnya. Perubahan yang tengah terjadiebut menuntut
terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transpatan mampu menjawab
tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajgeererintah yang selama ini
merupakan sistem hirarki kewenangan dan komandtors¢ékdikembangkan
menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yapptdmemperpendek lini
pengambilan keputusan serta memperluas rentanglkend

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ¢mftion and
Communication Technology/ICT) menjadi sangat pentialam era globalisasi
sekarang ini, karena dapat menembus jarak yanglabkan melampaui batas
negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut,isaatulai tumbuh dengan apa
yang disebut electronic government (e-gov) sebagpiementasi penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi dalam pemeriatahUntuk menerapkan E-
Government, suatu institusi pemerintah dapat membehuah situs (website)
yang berisi informasi lengkap dan akurat mengensiitusi mereka, baik yang
bersifat interaktif maupun pasif yang isinya hadapat melayani seluruh lapisan

masyarakat pengguna.



Di Indonesia perkembangaB-Government semakin pesat. Hal ini
dapat dilihat dengan makin banyaknya penggunaamieit pada berbagai bidang.
Salah satunya adalah dalam bidang pemerintahab.irBdalah banyak instansi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom ydraginisiatif
mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan kokasi dan informasi
dalam bentuk situsveb. Melalui data yang ada di Kementrian Komunikasi dan
Informasi per November 2007 dapat dilihat rinciaemgrintah daerah yang

mengembangkaB-government adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Situs Web Resmi Pemerintah Daerah
Jumilah Situs I_3isa Td_k Bisa
Web Dibuka dibuka
Dept./Kem./Lembaga Tinggi 37 37 | 37 (100%)| 0 (0%)
Lembaga Pem. Non Departemen 32 28 28 (100%) 0 (0%)
Pemprov./Pemkab./Pemkot. 472 330 201 (61%) 23 (1%)

Sumber : Depkominfo, 2008

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk PertadriProvinsi Kota
atau Kabupaten sebanyak 100% yang telah memilikis sweb, sedangkan
lembaga dan departemen hampir sebanyak 100% tedatiliki. Dari situs yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah (provinsi/kota/kphten) hanya sebanyak 61%
yang lancar dapat diakses, sedangkan sebanyak dé% dapat diakses atau
dibuka. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa empgintasi e-government di
Indonesia lebih banyak didominasi oleh situs npi#mprov, pemkab dan pemkot.
Namun, situs-situs yang melayani masyarakat dalasan umum tersebut masih
belum optimal dalam pelaksanaannya baik kuantitagum kualitasnya. Artinya
ada kendala dan hambatan yang dialami oleh pihalefetah Daerah dalam hal

mewujudkan implementasi e-government yang ideah®hrenanya di bawah ini



diuraikan faktor-faktor penyebab beserta elemenetsnya yang menyebabkan
kurang optimalnya implementasi e-government di hedta menurut Edwi

(2008), antara lain yaitu:

= Belum adanya kultur berbagi shéring) informasi dan
mempermudah urusan. Bahkan masih terdengar istighbila
bisa dipersulit, mengapa dipermudah?” dan masdén &df oknum
yang menggunakan kesempatan dengan mempersulitapegiken
infromasi ini.

» Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulbesar
yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan menuakiasikan
(apa saja) padahal kemampuan mendokumentasi inadidragian
dari standar sistem manajemen mutu (ISO).

= Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi rpakan
sebuah bidang baru. Pemerintah umumnya jarang yagiliki
SDM handal di bidang teknologi informasi. SDM yamandal ini
biasanya ada di lingkungan bisnis/industri. Kekgean SDM ini
menjadi salah satu penghambat implementasi e-gmesh

= Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infokstr
telekomunikasi Indonesia memang masih belum tarsebcara
merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih beknsedia
saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupemua fasilitas
ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah jbgtum
menyiapkan pendanaalufiget) untuk keperluan ini.

= Tempat akses yang terbatas, bila tersedia umummeysm@ompok
hanya di sekitar lembaga perguruan tinggi berupanetadan
penyediaan layanawi-fi (area hot spot). Selain perguruan tinggi
beberapa sekolah menengah atas telah mulai menggkara
fasilitas tempat akses informasi, namun di instgmsmerintah
belum atau masih sangat terbatas.

(dikutip dari makalah Edwi Arief Sosiawahantangan dan Hambatan

Implementasi E-Government: 2008).

Meski dalam kondisi yang seperti itu, tentunya tinfasi yang ada
dalam situs-situs/ebsite tersebut bermanfaat sebagai sarana publikasi Reateri
Daerah yang bersangkutan pada satu sisi (dalaneksmgelayanan informasi

publik), tetapi juga memberi kesempatan pada makgatuas untuk mengetahui

dan mencari informasi yang diinginkan secara lédibuka dan bebas tanpa perlu



melalui birokrasi. Dengan adanya informasi yang co&opi, masyarakat akan
belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagaitoh yaitu informasi
mengenai data-data suatu sekolah, baik itu jumklhsk daya tampung murid,
passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secafene dan digunakan
oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang paskuanaknya. Selain itu juga
pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, selwagdoh yaitu koordinasi
pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail aténkéa video conference. Bagi
Indonesia yang luas areanya sangat besar, hangas membantu. Tanya jawab,
koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah daplakwakan tanpa kesemuanya
harus berada pada lokasi fisik yang sama. Pengalfigie dan birokrasi untuk
memperoleh informasi tersebut bagi pihak masyargigh didukung oleh
ketersediaan banyaknya sarana warung internet éiayang ada di berbagai
tempat/wilayah serta ketersediaprovider ataupun kemudahan akses internet
yang semakin memiliki banyak alternatif pilihan.

Apabila dilihat dari sisi pelayanan, diberlakukaanyndang-Undang
No. 22 Tentang Pemerintahan Daerah dengan sematggetmi daerah sejak 1
Januari 2001 yang kini telah diganti menjadi UU [8@. tahun 2004, Otonomi
daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusaeripg@man yang bersifat
lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkanraspmasyarakat, juga telah
memberikan perluasan kewenangan pada tingkat ReaterDaerah, dipandang
sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatakratis yang acapkali
mengakibatkan pemberian pelayanan memakan wakiuigara dan berbiaya tinggi.

Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerahtidedumau harus mampu



melaksanakan berbagai kewenangan yang selama Iaksaihakan oleh
pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yangus hadisediakan.
Konseksuensinya, pemerintah daerah dituntut urebkhl mampu memberikan
pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti |diorientasi kepada aspirasi
masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggjavgab @ccountable). Dengan
kata lain pelaksanaan otonomi daerah adalah juggaupntuk meningkatkan
kualitas pelayanan. Dengan demikian, maka deseasal sebenarnya
menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk nmegmkan berbagai masalah
dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas dieesejahteraan masyarakat
yang bersangkutan.

Sedangkan jika dilihat dari sisi informasi, dengasanya otonomi
daerah tersebut maka dapat merangsang setiap daetak berlomba-lomba
memajukan daerahnya dengan memanfaatkan segal@isdaya yang tersedia.
Salah satunya adalah dengan mempromosikan atau sad@aa daerahnya.
Daerah memasarkan informasi mengenai lokasi darbeulaya yang tersedia
agar menarik minatnvestor untuk berinvestasi di daerahnya, dengan harapan
terjadi multiplier effect yang dapat menghidupkaegiktan perekonomian di
daerah.

Pengembangan jaringan infrastruktur jaringan imradan internet
sekaligus sumberdayanya di kota Bandung merupakaykah awal terbentuknya
E-Government. Salah satu sumber daya yang palimginge dalam jaringan
informasi yang telah terbentuk adalah situs PertaritiKota Bandung, dengan

alamat situsnya bernama www.bandung.go.id. Situs merupakan sumber



informasi bagi aparatur pemerintah kota Bandungsyauakat luas maupun para
pelaku bisnis yang akan melakukan investasi. Setairsitus ini menyediakan
saluran komunikasi antara masyarakat dengan peiateota Bandung sehingga
dapat menghindari birokrasi yang melelahkan. Impglet@si E-Government
Pemerintah Kota Bandung diharapkan mampu memberighsiensi dan
efektivitas kerja dalam administrasi pemerintahartasmemberikan pelayanan
yang transparan dan memuaskan kepada masyarakatmdenpu menarik
investor untuk penanaman modal di kota Bandung.

Disamping itu, untuk memenuhi harapan masyarakatanda
melaksanakan amanat peraturan perundang-undanggeike di bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan serta dafmga mewujudkan
Bandung Kota Jasa Yang Bermartabat Tahun 2008, kBeyfalikota Bandung
berinisiatif membentuk birokrasi baru yang mengemhayas dan fungsi dalam
memberikan layanan yang lebih responsif, bertangigwab, akuntabel,
transparan, dan memiliki kepastian hukum. Lembagzkiasi tersebut bernama
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanandie(B& MPPT). Badan ini
merupakan badan yang khusus memberikan pelayamamnasingsung kepada
masyarakat kota Bandung dalam bidang perizinanausaftta penanaman modal
beserta juga menangani berbagai keluhan yang Kaasaleh masyarakat dalam
bidang tersebut. (Company Profile BPMPPT, 2008).

Walaupun baru diresmikan pada tanggal 29 Juli 2@G8) mulai
beroperasi pada bulan Agustus 2008 tetapi animgamasat cukup tinggi untuk

memohon perizinan. Hal ini dapat dilihat dari talvekapitulasi informasi



perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan &wayTerpadu (BPMPPT)
Kota bandung periode bulan Oktober dan Novembe8 ®@0dikut ini :

Tabel 1.2
Rekapitulasi Infromasi Perizinan
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpn (BPMPPT)
Kota Bandung Periode Bulan Oktober-November 2008

Periode Jumlah Pemohon
Oktober 246 Orang
November 459 Orang
Sumber: Sub Bid. Informasi dan Pengaduan BPMPPT Kota Bandung,

2008

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 2ugeb2008 dengan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Persendlodal dan
Perizinan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kota Bandoalgwa walaupun baru 5
(bulan) berjalan, Badan Penanaman Modal dan Panzielayanan Terpadu
(BPMPPT) Kota Bandung dapat melaksanakan tupolgagt pokok dan fungsi)
dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adawgyéfikat ISO [nternational
Sandard Organization) 9001:2000 yaitu suatu standar yang berkaitan ateng
sistem manajemen mutu yang diberikan pada Badamn@eran Modal dan

Perizinan Pelayanan Terpadu (BPMPPT). ISO 9001:2&Qipakan:

“Suatu sistem manajemen mutu yang mengatur sekeghatan yang
berkaitan dengan sistem mutu, mulai dari wewenaag nggung
jawab manajemen terhadap mutu, sampai hal-hal gekrang
menyangkut pembelian bahan baku, perencanaan pemgendalian
proses, pengujian produk akhir, penyimpanan danaypahn
pelanggan.” (wikipedia, 2009)

ISO 9001:2000 merupakan standar manajemen kudhtésn standar

produk, sehingga perusahaan yang telah mendapifikaeiSO 9001:2000 tidak



dapat mempublikasikan bahwa produknya telah memestahdar internasional
melainkan sistem manajemennya, dari sistem manajeyamng baik inilah
diharapkan bahwa produk yang dihasilkan akan baiklrkualitas pula. Standar
ini menyangkut apa yang selayaknya dilakukan olehush organisasi untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan damtinuous improvement (perbaikan yang
berkelanjutan) dengan cara memenuhi kebutuhan gmgdan serta bagaimana
meningkatkan kinerja karyawan.

Sistem Manajemen Kualitas 1ISO 9001:2000 tidak haeylaatas pada
sektor industri manufaktur saja, namun telah bebeerg ke sektor bisnis jasa
perbankan, telekomunikasi, transportasi, asuranseternakan, pertanian,
kesehatan sampai ke sektor pendidikan. Begitu itmygg daya jual 1SO
9001:2000 membuat semakin banyak perusahaan berlamiuk memperoleh
dan mempublikasikannya. Cepatnya perkembangan [BX2:2000 ke berbagai
sektor tersebut disebabkan oleh adanya perubamgkuhgan bisnis yang dipacu
oleh semakin tingginya tuntutan konsumen akan taslproduk maupun jasa.
Penerapan I1SO 9001:2000 secara benar maka orgarnéasm mampu
membangun perusahaannya sehingga mempunyai kemaup@uogediaan barang
dan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dantukelou Hal ini akan
membuat perusahaan lebih menarik bagi pelanggak,gedanggan lama atau
pelanggan baru dan meningkatkan kepercayaan mieadikea perusahaan mampu
memenuhi harapan atau tuntutan mereka. Begitu hajaya dengan Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan TerpadURBF) Kota Bandung

selaku salah satu perangkat daerah untuk melayasyarakat dalam bidang



penanaman modal dan perizinan, yang dituntut urdelalu memberikan
pelayanan yang berkualitas sebagai upaya mewujupéarerintahan yang baik.
Oleh karenanya Penanaman Modal dan Perizinan PelayBerpadu (BPMPPT)
Kota Bandung menerapkan Sistem Manajemen Kual8&@s9001:2000. Standar
Sistem Manajemen Kualitas I1ISO 9001:2000 bagi systusahaan diyakini
sebagai best practise sistem manajemen kualitas yang digunakan untuk
meningkatkan daya saing, daya jual serta citraSadiaan. Secara garis besar

struktur 1SO 9001:2000 terdiri dari :

1. Ruang Lingkup
2. Referensi Standar
3. Istilah dan Definisi
4. Sistem Manajemen Kualitas
a. Persyaratan Umum
b. Persyaratan Dokumentasi
5. Tanggung Jawab Manajemen
a. Komitmen manajemen
b. Fokus Pelanggan
c. Kebijakan Mutu
d. Perencanaan
e. Tanggungjawab, wewenang, dan komunikasi
6. Manajemen Sumber Daya
a. Penyediaan SDM
b. Infrastruktur
c. Lingkungan Kerja
7. Realisasi Produk
a. Perencanaan realisasi produk
b. Proses yang terkait dengan pelanggan
c. Desain dan pengembangan
d. Pembelian
e. Ketentuan produksi dan pelanggan
8. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan
a. Pengukuran dan pemantauan
b. Pengendalian produk nonkonformans (ketidaksesuaian)
c. Analisis data
d. peningkatan
(Blog Zulfadhli, 2001)
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Beberapa persyaratan dalam ISO 9001 yang penutisir sdari

Wikipedia (2009) yaitu :

5.

6.
(Wi

Satu set prosedur yang mencakup semua proses (petdiam
bisnis;

Proses pemantauan untuk memastikan perusahaaif; efekt
Memelihara catatan yang memadai;

Memeriksa keluaran untuk cacat, dan sesuai dengatakan
korektif yang diperlukan;

Secara teratur meninjau setiap proses dan sistailitasuitu sendiri
untuk efektivitas dan

Memfasilitasi perbaikan terus (secaoatinue)

kipedia, 2009)

Penerapan model proses Sistem Manajemen Kualit@ 9601:2000

menurut Wikipedia (2009) adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

Proses perencanaanR]an)

Setelah manajemen organisasi memahami persygrataparatan
Sistem manajemen kualitas, kemudian menetapkantkeannya
untuk melaksanakan sistem manajemen kualitas, ayekest
kebijakan kualitas dan sasaran kualitas, melakydearetapan dan
pendelegasian tugas dan wewenang, menunjuk wakibjemen
yang bertugas mengawasi pelaksanaan sistem mamajaraktas
dan melakukan tinjauan manajemen, termasuk pergeldumber
daya, di mana organisasi menetapkan sumber daybesudaya
yang diperlukan berupa sumber daya manusia, infilkist dan
lingkungan kerja.

Proses melaksanakanljo)

Pada proses ini organisasi harus melaksanakamgaer@an-
perencanaan yang telah ditetapkan dalam prosésasgroduk.
Proses PemerikasaanGheck) dan Penetapan tindakan Act)
Setelah prosesDg) dijalankan, maka proses berikutnya adalah
pemeriksaan Gheck) hasil-hasil yang diperoleh dan penetapan
tindakan Act) yang diperlukan untuk perbaikan. Pada proses ini
organisasi memonitor dan mengukur kepuasan pelangga
melakukan audit internal, melakukan pengendaliarhatéap
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ketidaksesuaian yang terjadi, menganalisis semua gang

diperoleh kemudian melakukan tindakan perbaikan dan

pencegahan.

Karena bergerak dibidang pelayanan yang sudah rpatikda sertifikat

ISO, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan d&elay Terpadu
(BPMPPT) harus memfokuskan dirinya pada manajemalitas, maksudnya
yaitu menjalankan tugasnya sesuai dengan ISO ydmgpkan dan harus selalu
melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanpttuk pencapaian pelayanan
yang optimal sehingga dapat memuaskan masyarakaik Uhengetahui kualitas
pelayanan Badan Penanaman Modal dan PerizinanaPelay erpadu (BPMPPT)
kepada masyarakat, Badan Penanaman Modal danr@eriRelayanan Terpadu
(BPMMPT) telah melakukan survey langsung kepada yarakat sebagai
responden melalui penghitungan Indeks Kepuasan aakgt (IKM) dengan cara
menyebarkan angket kepada 201 orang yang datangk untelakukan
permohonan perizinan. Dari 201 orang tersebut ¢gedelam perizinan non usaha
sebanyak 75 orang dan perizinan non usaha sebagd@gaorang. Penilaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhaddp indikator (unsur
pelayanan) yang merupakan prinsip pelayanan sebagai ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara oNom
63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan kategori pelayanan sesia interval Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk lebih jelasnyaatagilinat pada tabel-tabel

berikut:
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Tabel 1.3

Tabel Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dan Kategori Pelayanan

Nilai Interval IKM Mutu Pelayanan Kategori Pelayanan
1,00 -1,75 D Tidak Baik
1,76 — 2,50 C Kurang Baik
2,51 -3,25 B Baik
3,26 — 4,00 A Sangat Baik

Sumber: Sub Bid. Informasi dan Pengaduan BPMPPT Kota Bandung, 2008

Tabel 1.4

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Bidang Perizinan Non Usaha

Nilai Rata-Rata

No. Indikator Pelayanan P Keterangan
elayanan

1. | Prosedur Pelayanan 2,773 Baik
2. | Persyaratan Pelayanan 2,893 Baik
3. | Kejelasan Petugas Pelayanan 2,920 Baik
4. | Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3,213 Baik
5. | Tanggungjawab Petugas Pelayanan 2,613 Baik
6. | Kemampuan Petugas Pelayanan 2,720 Baik
7. | Kecepatan Pelayanan 2,667 Baik
8. | Keadilan Mendapatkan pelayanan 2,853 Baik
9. | Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,133 Baik
10. | Kewajaran Biaya Pelayanan 2,840 Baik
11. | Kepastian Biaya Pelayanan 2,720 Baik
12. | Kepastian Jadwal Pelayanan 2,347 Kurang B
13. | Kenyamanan Lingkungan 3,107 Baik
14. | Keamanan Pelayanan 3,000 Baik

Sumber: Sub Bid. Informasi dan Pengaduan BPMPPT Kota Bandung, 2008

Tabel 1.5

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Bidang Perizinan Usaha

Nilai Rata-Rata

No. Indikator Pelayanan Pelayanan Keterangan
1. | Prosedur Pelayanan 2,810 Baik
2. | Persyaratan Pelayanan 2,984 Baik
3. | Kejelasan Petugas Pelayanan 2,929 Baik
4. | Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3,246 Baik
5. | Tanggungjawab Petugas Pelayanan 2,714 Baik
6. | Kemampuan Petugas Pelayanan 2,856 Baik
7. | Kecepatan Pelayanan 2,643 Baik
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8. | Keadilan Mendapatkan pelayanan 3,071 Baik

9. | Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,143 Baik
10. | Kewajaran Biaya Pelayanan 2,802 Baik

11. | Kepastian Biaya Pelayanan 2,762 Baik

12. | Kepastian Jadwal Pelayanan 2,413 Kurang Baik
13. | Kenyamanan Lingkungan 3,103 Baik

14. | Keamanan Pelayanan 3,103 Baik

Sumber: Sub Bid. Informasi dan Pengaduan BPMPPT Kota Bandung, 2008

Dengan melihat dari tabel hasil pengukuran Indekspué@san
Masyarakat (IKM) bidang perizinan usaha dan nomagshatas, bahwa keduanya
memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terendfngan kategori kurang
baik pada indikator nomor 12 yaitu mengenai Kepasfiadwal Pelayanan, yang
masing-masing memiliki nilai Indeks Kepuasan Maakat (IKM) sebesar 0,168
pada bidang perizinan non usaha dan sebesar Oati&2ljidang perizinan usaha.
Selain itu ada dua indikator yang nilai Indeks Kagan Masyarakat (IKM) nya
mendekati kategori kurang baik yaitu indikator tgunggjawab petugas pelayanan
dan kecepatan pelayanan. Sehingga, dengan demikgka perlu adanya
perbaikan yang lebih optimal lagi khususnya paday&andikator tersebut, dan
umumnya pada seluruh indikator pelayanan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kualitas pelayakéanisusnya
pelayanan perizinan yang diberikan Badan Penanawhadal dan Perizinan
Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kota Bandung belum sépga memberikan
kepuasan kepada pelanggan, karena masih ada patayamg tidak sesuai
dengan harapan pelanggan. Walaupun hasilnya ra@asadah baik tetapi
seharusnya pelayanan yang diberikan kepada masyallakat menjadi sangat
baik pada akhirnya. Jadi tidak berhenti pada hasilg sudah baik, tetapi juga

harus terus ditingkatkan lagi.
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Dengan merujuk dari uraian latar belakang penslitersebut maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengg@mdul “Pengaruh
Implementasi E-Government Terhadap Kualitas Pelayaan Perizinan Pada
Bagian Perizinan Usaha dan Non Usaha Badan PenanamaMVodal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Bandung”.

B. ldentifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, amadenulis
mengidentifikasi masalah yang timbul. Hal ini digikan untuk menyederhanakan
permasalahan dan memperjelas arah penelitian sdengan judul yang telah
dikemukakan di atas. Berdasarkan masalah-masafei a@da, dapat dirumuskan
sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran mengenai implementasi E-Govetnrde Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan TerpadiMRBPF) Kota
Bandung?

2. Bagaimana gambaran mengenai pelaksanaan dan hasiti d
penerapan/implementasi E-Government di Badan PemamaModal dan
Perizinan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kota Bandated meningkatkan
Kualitas Pelayanan Perizinan?

3. Apakah terdapat pengaruh E-Government terhadap itEsialPelayanan
Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizindayd®an Terpadu

(BPMPPT) Kota Bandung?

15



C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas, daitok ukur
keberhasilan yang dapat dijadikan pedoman untulatddjpergunakan sebagai
bahan kajian dalam rangka penyusunan usulan panelibi. Maka dalam
penelitian ini penulis merumuskan maksud dari pgael ini adalah untuk
memperoleh data mengenai implementasi E-Governnaerigan kualitas

pelayanan perizinan. Data ini dijadikan bahan amakpakah implementasi E-

Government memiliki pengaruh terhadap pelayanaizipan atau tidak.

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan di ataka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi E-Governmeént Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan TerpadiMKFBFP) Kota
Bandung.

2. Untuk mengetahui gambaran Kualitas Pelayanan Rarizidi Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan TerpadiMFBF) Kota
Bandung.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sisteiplernentasi E-
Government terhadap kualitas pelayanan perizinataB#&enanaman Modal

dan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kota Bandu
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D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaagi yang
membutuhkannya. Adapun Manfaat yang diharapkanpggelitian ini antara lain
ialah sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
Harapan dengan adanya penelitian ini dapat menareskimbangan
dalam ilmu manajemen, dan bidang manajemen penkeant&hususnya.
Terutama dengan pemanfaatan teknologi informasandaimplementasi E-
Government untuk penyediaan informasi dan penyaampiaiformasi sebagai
upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayan&epada
publik/masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Secara Praktis
Bagi organisasi atau instansi terkait, dapat diaali sebagai bahan
kajian dan pengembangan lebih lanjut mengenai imgfeasi E-Government
dalam penyelenggaraan administrasi kepemerintahama smemberikan
pelayanan yang transparan dan memuaskan kepadanadestydalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik ydektif dan efisien.
Bagi peneliti, dapat menjadi tambahan wawasan gsgteyetahuan.
Dengan mengoptimalisasi teori yang dimiliki dengiata, fakta, dan peristiwa
yang terjadi, kemudian di generalisasikan secajgkttbdan ilmiah. Sehingga

dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggunajkan.
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